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PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.TDN
e\ e\ :
PSSl S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, , NIK: 1902012410040003 tempat dan tanggal lahir Tanjung
Pandan, 24 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan
XXXXX XXXXXX XxXxx, pendidikan SD, tempat kediaman
di XXXXX  XXXXX  XXXXX,  XXXXXX  XXXXXX, XXXX XXXX
XXxxxxx, Kecamatan Tanjung Pandan, XXXXXXXXX
xxxxxxxx, domisili elektronik : nisanisaa926@gmail.com
/087767061891

Pemohon I;

dan
PEMOHON 2, NIK: 1902017009040002 tempat dan tanggal lahir Tanjung
Pandan, 30 September 2004, agama Islam, pekerjaan
XXX XXXXX Xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN  BELITUNG, domisili elektronik
nisanisaa926@gmail.com / 087767061891

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23

Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2025/PA.TDN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan pada tanggal tersebut secara elektronik dengan register perkara

Nomor 31/Pdt.P/2025/PA. TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang
menikah menurut syari‘at Islam di Musholla Sabilul Barokah yang beralamat
di Dusun Petikan, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau XXXXXXXXX
XXXXXXxX, pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024, dengan wali nikah yang
bernama WALladalah Ayah Kandung dari Pemohon Il dan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama ADI dan RUDI
dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) Dibayar tunai;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il belum
pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon | berstatus
Jejaka dan Pemohon Il berstatus Janda antara Pemohon | dan Pemohon Il
tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat,
sepersusuan/semenda;
4, Bahwa, saat menikah Pemohon Il tidak sedang berpasangan
dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il sampai dengan sekarang
tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon i
telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum
dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon |
dan Pemohon Il tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah
tersebut;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak
pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan
tersebut untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi
kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka
Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini
pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai

berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon | (PEMOHON 1)

dengan Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Musholla
Sabilul Barokah yang beralamat di Dusun Petikan, Desa Sungai Samak,
Kecamatan Badau XXXxXXxxxx XxxxxxxX, pada hari Kamis Tanggal 20 Juni
2024 adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat kepada
Kantor Urusan Agama yang berwenang;

4, Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang

berlaku;

SUBSIDAIR
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pandan mulai tanggal 24 Januari
2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini
disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan sehubungan
dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti di muka sidang berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902012410040003, atas
nama HEBI PAYONA, vyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 17
Oktober 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan
dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902017009040002, atas
nama NISA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 05 Februari 2024, bermaterai
cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor. 0409/AC/2023/PA.Tdn, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 02
Agustus 2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan

dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

Bukti saksi:
1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Xxxx XXxXX XXxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui

pernikahan para Pemohon;
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- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Dusun Petikan,
Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau XXXXXXXXX XXXXXXXX, pada
tanggal 20 Juni 2024;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah
Ayah Kandung dari Pemohon Il bernama Bahwa yang bertindak
sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah kerabat
yang bernama ADI dan RUDI;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang belum
pernah menikah dan Pemohon Il berstatus janda cerai;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai
hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I

- Bahwa itshat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan
akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui
pernikahan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung
Pemohon 2;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di di Dusun
Petikan, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau XXXXXXXXX

XXXXXXXX,, pada tanggal 20 Juni 2024;
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- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah
Ayah Kandung dari Pemohon Il bernama SAHARUDIN;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya
ijab kabul adalah ADI dan RUDI;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon I
berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Dibayar tunai;;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan
Pemohon Il berstatus janda cerai;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai
hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan
akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan

mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung
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Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. juncto Keputusan Mahkamah
Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang entang Petunjuk Teknis Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan lItsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan ltsbat Nikah
tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon
didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan
Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juni 2024 di
di Dusun Petikan, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau XXXXXXXXX
XXXXXXXX,, dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon Il bernama
SAHARUDIN, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) Dibayar tunai;, dihadiri 2 orang saksi bernam ADI dan
RUDI, saat menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon Il berstatus
janda cerai, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan menikah
secara hukum, namun Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki bukti
pernikahan sah, sementara Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan bukti
pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan

lainnya;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk
mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama
serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa
dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang
beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan
Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
permohonan yang mana para Pemohon Penetapan Nikah antar apara
Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 22) dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara
ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan cerai Pemohon,
Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan 142 R.Bg juncto Pasal 7 huruf e
Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama
Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi
yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para Pemohon benar
berdosmisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, para
Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2, maka Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH

Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisli di wilayah yuridiksi
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Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah hakim pertimbangkan
pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta cerai Pemohon 2, telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, telah membuktikan bahwa Pemohon
Il pernah menikah dan telah bercerai (janda) sebelum menikah secara siri
dengan Pemohon |;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut
adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di
muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak
terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan
Pasal 171, 172, 308 dan 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima dan posita dari angka 1 sampai dengan angka
10 patut dinyatakan terbutki;

Fakta Kejadian
Menimbang, bahwa dari dari kesimpulan, bukti tulis dan saksi-saksi,

hakim menemukan fakta-fakta kejadian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara siri;

2. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sudah terpenuhi

syarat dan rukun nikahnya;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan

menikah secara hukum;

4, Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas

pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembutkian dari bukti surat maupun
bukti saksi, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor
Urusan Agama di mana para Pemohon melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa bahwa setelah pernikahan Pemohon sampai perkara ini

diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 20
Juni 2024 di Dusun Petikan, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau XXXXXXXXX
XXXXXXXX, ternyata telah sesuai dengan Syari’at Islam, maka pernikahan
tersebut dianggap telah mememenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44
Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan
menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan
Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang
mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,
hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-
lain, sementara pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II meskipun telah
dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena
tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon
sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat
memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) serta Penjelasan
Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan sebagai berikut:
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“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiva penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah
bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan
sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang
diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang
menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh
agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya
pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan
merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah
dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena
dilakukan sesuai dengan syari‘at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk
menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya
permohonan pengesahan nikah Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi
maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) serta ayat
(4) Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih
sebagai pendapat Hakim dalam Kitab Fathul Mu’in, karya Syaikh Al-Malibari,
pada Juz 1 halaman 633, yang berbunyi:

Joxe uaabliv 5 s 90 oo abog s 9 aizmo 4S5 8ol e TSk ssel 9

artinya: dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus
dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-
syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga
muru’ahnya);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, Hakim

berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah dan permohonan
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Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah
pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 para Pemohon, guna tertibnya
administrasi kependudukan hakim berpendapat petitum tersebut harus di

kabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa posita angka 10 dan petitum angka 3 para
Pemohon menyatkaan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh
karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan
kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

Diktum

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (HEBI PAYONA bin
HUSIN) dengan Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Dusun
Petikan, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau XXXXXXXXX XXXXXXXX, pada
hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024,
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat kepada Kantor
Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah
Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Tanjung Pandan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban, 1446 Hijriah oleh ANUGRAH
HAJRIANTO, S.H.l. sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi
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Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Tunggal tersebut yang disampaikan melalui SIP Pengadilan dan didampingi
oleh KURNIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para

Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.l.

Panitera Pengganti

KURNIA, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Proses - Rp85.000,00
- Panggilan - Rp0,00

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).
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